
Penilaian secara umum :

1. Sasaran Kinerja Pegawai disusun di setiap awal tahun oleh

pegawai negeri yang bersangkutan. Sedangkan proses

penilaian prestasi kerja diberikan pada setiap akhir tahun

yang dilaksanakan oleh atasan baik kepada CPNS, PNS dan

Non PNS (Tenaga Swakelola)

2. Penilaian kinerja adalah sasaran kerja pegawai (SKP) yang

meliputi penilaian uraian tugas dan perilaku kerja (orientasi

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama).

3. Form penilaian kinerja akan dibagikan oleh Bagian SDM

setiap akhir tahun atau awal bulan Januari.
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Kebijakan Pelayanan Bagian Sumber Daya Manusia

Prosedur

Kebijakan

Sebagai pedoman atau acuan penerapan langkah-Iangkah untuk

Pemberian SKP tepat pada waktunya.

1. Penilaian kinerja merupa ilaian uraian tugas

dan perilaku kerja (orientasi pelayanan, i tegritas, komitmen,

disiplin, dan kerjasama)

2. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan

target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang

dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan

setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan

paling lama akhir Januari tahun berikutnya.
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1. 8agian SDM, dan

2. Seluruh unit kerja yang terkait
Unit Terkait

4. Hasil penilaian dikumpulkan ke 8agian SDM pada awal bulan

Januari.

5. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai

dengan sepengetahuan atasan penitai, pegawai yang

bersangkutan, dan teman sekerja.

6. Penilaian kinerja dilakukan dengan memberikan

kategori/angka sesuai angka yang tercantum.

Perulaian secara khusus :

1. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung, yang

diperoleh dari hasil evaluasi selama bekerja 1 tahun.

2. Untuk menghindari subjektifitas penilai, maka segala

penilaian harus mengacu pada lembar yang ada termasuk

didalamnya hal pengkategorian dan penilaian.

3. Atasan langsung harus melakukan diskusi tentang hasil nilai

yang akan dituangkan dalam lembar form penilaian kinerja

pegawai.

4. Pegawai tidak dapat mengajukan keberatan karena SKP

mencakup kontrak kerja yang sudah ditanda tangani

sebelumnya.

5. Penilai dan yang dinilai harus membubuhkan tanda tangan

pada lembar penilaian setelah diskusi.

6. Masing-masing jabatan memiliki form penilaian.
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